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BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT Il PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG PENYISIHAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN DAERAH

TINGKAT Il PEMALANG KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI PEMALANG,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%
(sepuluh persen);

bahwa bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagai bagian dana perimbangan keuangan pusat yang
diterima Kabupaten Pemalang sebagian akan diberikan
kepada Pemerintah Desa yang perhitungannya sebagai
komponen Alokasi Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Pemalang Nomor 11 Tahun 1991 tentang
Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang Kepada Pemerintah
Desa, perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Pemalang Nomor 11 Tahun 1991 tentang
Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang Kepada Pemerintah
Desa.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il PEMALANG
KEPADA PEMERINTAH DESA.
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Pasal 1
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang Nomor 11 Tahun
1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang Kepada Pemerintah Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang Nomor 4 Tahun 1992 Seri D
Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,
ttd
H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd
BUDHI RAHARDJO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

W. JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Tingkat |
NIP. 19661224 199203 1 005
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 1991
TENTANG
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il PEMALANG
KEPADA PEMERINTAH DESA

UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta
pemberdayaan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang
terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah
dan Pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) huruf ¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa
bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima
olenh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per
seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang
merupakan alokasi dana desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi
Hasil Pajak, termasuk didalamnya Dana Bagi Hasil PBB Perdesaan dan
Perkotaan serta Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam ditambah
Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Pegawai. Bagian dari
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai bagian dana perimbangan
keuangan pusat yang diterima Kabupaten Pemalang sebagian akan
diberikan kepada Pemerintah Desa yang perhitungannya sebagai
komponen Alokasi Dana Desa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang Nomor 11 Tahun 1991
tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang Kepada Pemerintah Desa, perlu
ditinjau kembali. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Pemalang Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Daerah Tingkat Il Pemalang
Kepada Pemerintah Desa harus dicabut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6
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